BAB I

FATWAMUI TENTANG SAHAM

. FatwaDalam Hukumlslam
1. PengertianFatwa

Fatwa secara etimolofis fatwa berasal dari Bahasa arab, al-
fatwa \yang berarti petuah, nasehat, jawaban atas persoalan yang
berkaitan dengan hukumn dengan kata jamaknya al-fatwa. Dalam
ushul al-figh fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang
mufti, baik mujtahid atau yang sifatnya tidak mengikat, fatwa yang
dikemukakan mufti tidak senantiasa dikuti oleh mustafti, sebab
fatwa tidak memiliki energi ikat (ghairu mulzimin), cuma saja
bergantung pada ketenangan serta kepercayaan mustafsi atas kasus
iyang diajukan. Sebaliknya bagi .ibnu Manzhur kalau fatwa iialah
wujud mashdar dari ata ffata, iyaftu, fatwan yang bermakna muda,
baru, perjelasan, penerangan. Dan bagi al- Jurjani fatwa berasal dari
al- fatwa ataupun al- futya iyang berarti jawaban terhadap ssesuatu
kasus (musykil).dalam bidanghukum.

Sebaliknya fatwa secara terminologi ialah wraian hukum

Syariat atas suatu kasus dari permasalahan- permasalahan yang.
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'Yang didukung oleh dalil yang berasal dari Al- .Qur an, Sunnah dan
ijtihad, fatwa yakni kasus yang sangat menekan serta berarti(urgen)
buat manusia, diakibatkan tidak seluruh orang sanggup menggali
hukum- hukum syariah.

Menurut pandaganImam lbnu.Mandzur dalam Bahasa Arab
melaporkan aftaahu fi Al- amr Abaanahu.Lahu, mengantarkan fatwa
pada sesuatu masalah, yang menarangkan tentang masalah itersebut
kepadanya, Wa aftaa Al- Rajulu [Fi Al- Mas alah seseorang pria
imengantarkan ffatwa pada suatu kasus, Wa Astaftainuhu [Fiiha Fa
Aftaaniy an Wa Futaa aku memohon fata kepadanya dalam kasus
tersebut.dan diaimemberikan kepadaku sesuatu fatwa.

Perkataan Wafataay ialah iasal dari kata futya maupun
fatway, futya dan fatwa ialah dua.isim(kata barang) yangdigunakan
dengan arti Al- .iftaa. Iftaa berasal dari kata iiftaay yang berarti
imembagikan penjelasan ataupun uraian, secara definitive susah buat
merumuskan tentang arti ifta maupun berfatwa iitu, hendak namun
dari uraian tersebut dapat diformulasikan, yakni usaha membagikan

penjelasan ataupun uraian tentang hukum syara oleh ahlinya kepada

! Sinta Amulet Busro, “Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Qardh
dengan Menggunakan Dana Nasabah (Analisis  terhadap Fatwa
No.79/DSNMUI/III/2011)”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2017),h. 33.
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iorang.yangbelum mengetahuinyasebaliknyadalam wujud jamaknya
iyakniFataawin ataupun Fataaway.

Sebaliknya Muftiy ialah seseorang yang mempunyai
Kkualifikasiyabg dapat membagikan uraian hukum dan mengantarkan
fatwa ditengah tegah masyrakat, bagi pengertian syariat tidak ada
perselisihan komentar.ataupun pendapat menimpamaknasyariat dari
Kkata al- fatwa dan al- iftaa yang bersumber pada ariti Bahasa, bagi
komentar Yusuf \Angkatan laut(AL) gardhawi, [fatwa ialah suatu
upaya buat menarangkan Hukum Syara «dalam suatu permasalahan
sebagai wujud jawaban atas perkara yang diajukan oleh peminta
ffatwa Mustafi baik permintaan tersebut berupaya secara perorangan
ataupun secara kolektif demikian selaras dengan pendapat Quraish
Shihab, mendefinisikan fatwa sebagai petuah, nasihatm dan jawaban
dari perkara hukum dalam ajaran slam. Bagi komentar Amir
Syarifuddin, fatwa ataupun wusaha memberikan penjelasan tentang
ihukum syara oleh ahlinya kepadaorangyang belum mengetahuinya,

dari pengertian di atas dapat disimpulkan bila fatwa ialah hasil
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ijtihad seseorang Mufti yang berhubungan dengan peristiwa hukum
yang diajukan kepadanya.?

Dari pengertian penulis diatas, bahwa (dapat disimpulkan
ffatwa merupakan hasil .ihtihad seorang mufti \yang berhubugan
dengan peristiwa serta permasalahan permasalahan itentang ihukum
iyang (diaajukan. \Fatwa bisa lebih khusus dari pada figih ataupun
ijtihad \yang secara umum, Kkarena boleh saja fatwa yang telah
dikeluarkan oleh seorang mufti, sudah dirumuskan dalam figih, akan

tetapi hanyabelumsaja dipahamioleh parapenerimafatwa.

2. ProfilDSN-MUI

DSN .ialah singkatan dari Dewan Syariah Nasional, DSN
imerupakan lembaga yang dibangun oleh Majelis Ulama Indonesia(
MUI), padatahun 1998 yang setelah itu dikukuhkan oleh SK Dewan
Pimpinan MUI Nomor. Kep- 754/ MUI/ 1/ 1999 pada bertepatan
pada 10 Febuari tahun 1999. Pendiri DSN tidak secara seketika dan
terburu- buru meski sudah didahului sebagian kali pertemuan yang
dicoba oleh MUI, semacam Lokakarya Ulama tentang Reksadana

Syariah pada bertepatan pada 29- 30 Juli 1997 di Jakarta yang

2 Abdur Rahman Adi Saputera “Menelisik Dinamika dan Eksistensi Fatwa
MUI sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19 “Tahkim” Vol.3 No.2 (Oktober
2020) Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, h. 65-66.
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imerekomendasikan supaya dibangun DSN buat mengawasi serta
memusatkan lembaga- lembaga keuagan syariah. DSN tidak secara
langsung melaksanakannya namun diwakili oleh Dewan Pengawas
Syariah, tugas utama DPS merupakan mengawasi aktivitas usaha
lembaga keuagan syariah supaya cocok dengan isyarat serta prinsip

syariahyangsudah difatwakanoleh DSN sendiri.

3. StukturOrganisasi

DSN terdiridari Pengurus Plenoyang berjumlah 56 Anggota
serta Badan [Pelaksana Harian berjumlah 17 anggota, ketua  DSN-
MUI yang dijabat pleh Ex Officio ketua umum Majelis Ulama
iIndonesia serta sekretaris DSN-MUI dijabat oleh Ex Officio
Sekertaris .Umum Majelis Ulama Indonesia, hingga keanggotaan
DSN dipilih langsung oleh pengurus Majelis Ulama Indonesia, dari
Komisi Fatwa MUI, Ormas slam, Perguruan Tinggi ilslam,
Pesantren hingga praktisi prekonomian syariah yang terlah
imemenuhi Kkriteriayang telah diusulkan oleh Badan Pelasana Harian
DSN, keanggotaan yang baru DSN ditetapkan oleh Rapat Pleno

DSN-MUI.2,

*Majelis Ulama Indonesia — MUI.OR.ID diakses pada 04 Oktober 2021,
Pukul 19:50.
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B. SejarahBerdirinya,DSN-MUI

Lembaga Keuagan Syariah( \LKS) yang berkembang begitu
pesat menjadikan LKS memerlukan aturan- aturan yang jadi landasan
operasional buat Lembaga tersebut, masalah timbul karena institusi
yang imempunyai kekuasan imengatur serta mengawasi Lembaga
Kkeuagan syariah, yakni Bank \Indonesia /membuat Lembaga Keuagan
Bank dan \Kementrian [Keuagan buat \Lembaga Keuagan bukan Bank.
'Yang tidak memiliki otoritas buat .merumuskan prinsp- prinsp syariah
secaralansungdari bacaanAl-Qur an, al- Hadits dan kitab figih..*

Pihak-pihak yang :memohon fatwa merupakan (mustafti)
merupakan LKs dan pemerintah. Lembaga Keuagan Syariah
imengajukan fatwa kepada DSN untuk penerapan aktivitas usahanya
iyang hendak dicoba, sebaliknya pemerintahan . mengajukan fatwa dalam
rangka pembuatan peraturan perungan-undagan yang hendak
diberlakukan, penerbitan fatwa DSN didasarkan permintaan ataupun
persoalan :mustasfi walaupun tidak seluruh \bukti diri mustasfi

dicantumkan dalam fatwa,DSN.

*Sinta Amulet Busro, “Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Qardh dengan
Menggunakan Dana Nasabah (Analisis terhadap Fatwa No.79/DSNMUI/III/2011)”,
(Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2017),h.17
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Proses iinternalisasi normative- relegius /memencet pembuatan
hukum fatwa dibidang ejonom syariah buat melaksanakan kegiatan
ekonomi syariah iyang tidak sempat dicoba tadinya, pembuatan hukum
dibidang ekonomi syariah menimbulkan proses pengalihan (dari nilai
kegiatan ekonomi Kkonvensional ke nilai aktivitas ekonomi syariah.
[Fatwa yang.dimohonoleh mustasfi.ialah fatwaatassuatu peristiwayang
belum terjalin, fatwa iini berfungsi buat membuat aktivitas ekonomi
syariah yang hendak dilaksanakan, tanpa terdapatnya aktivitas ekonomi
syariah yang tidak dapat dilaksanakan.

Tidak hanyaitu, perkembangan LKS di Tanah Air itelah
imenjadikan jumlah.Dewan Pengawas Syariah(\DPS) yang terletak serta
mengawasi tiap- tiap lembaga tersebut terus jadi meningkat. Banyak
dan beragamnya DPS ditiap- tiap Lembaga Keuagan Syariah itersebut
imerupakan sesuatu \Mengenai yang wajib disyukuri, namun pula
diwaspadai. Kewaspadaan iitu berkaitan dengan adanya bisa jadi
timbulnya ffatwa yang berbeda dari masing- masing DPS danMengenai
itu tidak mustahil hendak .membingung umat dan nasabah, oleh karena

itu, MU sebagai paying dari lembaga seta organisasi ke Islamdi Tanah

® Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan
Perundang- Undangan, ( Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang
dan Diklat Kementerian Agama RI), h. 262- 264.
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Air, menyangka perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat
nasional dan membawabhi seluruh lembaga keuagan syariah yang sudah
tercantum dalam Bank- Bank syariah.

Pada itahun 1997, Majelis Ulama \Indonesia mengadakan regu
rapat pembuatan Aktivitas Lokakarya tahun 1997 itersebut setelah iitu
menerbitkan SK Nomor. Kep- 754/ MUI/ 1/ 1999 itertanggal 10
[Februari 1999 tentang pembuatan Dewan Syariah Nasional MUI.
Sehabis penerbitan SK itersebut Dewan Pimpinan MUI mengadakan
kegiatan Ta’ aruf .dengan Pengurus DSN-.MUI pada bertepatan pada 15
[Februari 1999 dan melakukan buat awal kalinya Rapat Pleno 1 DSN-
MU pada bertepatan pada.1l April 2000 di Jakarta dengan mengesahkan
Pedoman Bawah sertaiPedomanRumah Tangga.DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional (DSN) dimana yakni hasil anjuran
lokakarnya Reksadana Syariah yang diadakan yangbersamaan pada 29-
30 Juli 1997 di Jakarta. Dalam lokakarnya tersebut MUI
merekomendasikan perlunya sesuatu lembaga iyang menangulangi
imaslah- masalah yang berhubugan dengan aktivitas Lembaga Keuagan
Syariah( \LKS). DSN .ini \yakni llembaga otonom dibawah naugan
Majelis Ulama Indonesia yang dipadu oleh Pimpinan ketuan Universal

Majelis.Ulama Indonesia dan Sekretaris (ex- officio). Aktivitas masing-



54

imasing hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh tubuh pelaksana
setiap hari dengan seseorang pimpinan serta sekretaris dan sebagian
anggota.’

Dewan Syariah Nasional(.\DSN) ialah.dewan yang dibangunoleh
Majelis Ulama Indonesia yang bertugas .«dan memiliki kewenagan buat
menetapkan fatwa tetang projok, jasa, dan aktivitas Bank iyang
melakukan aktivitas usaha bersumber padapada prinsip syariah, Dewan
Syariah Nasional \yakni bagian dari Majelis \Ulama Indonesia. Dewan
Syariah Nasional menolong pihak yang iterpaut dengan Kementerian
Kkeuagan, Bank iIndonesia, dan ilain- lain dalam \Menyusun peraturan
imaupun Kketentuan wutuk Lembaga Keuagan Syariah. /Aanggota Dewan
Syariah Nasional terdiri atas para ulama, praktisi dan para ahli dalam
bidang yang iterpaut dengan muamalah syariah. Anggota Dewan
Nasional ditunjuk serta dinaikan oleh MUI buat.masa bakti sepanjang 4
tahun.’

Aktivitas Lokakarya tahun 1997 itersebut setelah itu
menerbitkan \SK \Nomor. Kep- 754/ MUI/ i1/ 1999 tertanggal 10

[Februari 11999 itentang Pembuatan \Dewan Syariah Nasional MUI.

® Sinta Amulet Busro, “Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Qardh
dengan  Menggunakan  Dana  Nasabah  (Analisis  terhadap  Fatwa
No.79/DSNMUI/III/2011)”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2017),h.19

'Ahmad Ifham, Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan
Mudah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 6
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Sehabis penerbitan SK tersebut Dewan Pimpinan MUl mengadakan
Kkegiatan Ta’ aruf dengan Pengurus DSN- MUI pada bertepatan pada
15 [Februari 11999 dan melakukan buat awal kalinya Rapat Pleno |
DSN- MUI pada bertepatan pada 1 April 2000 di Jakarta dengan
imengesahkan Pedoman Bawah serta Pedoman Rumah ; Tangga DSN-
MUL®

Lokakarya ulama itentang reksadana syariah \yang membahas
pemikiran syariah tentang reksadana dan saran lokakarya yang antara
lain menganjurkan buat membentuk Dewan Syariah Nasional buat
mengawasi dan imemusatkan lebaga- lembaga keuagan syariah.
Sebaliknya terdapat sebagian pandagan yang butuh iterdapatnya
pedoman bawah menenai Dewan Syariah Nasional, ialah:
1. Dasarpemikiran

e Dengan menjadikannya berkembang lembaga-lembaga

keuagan syariah di tanah air .akhir-akhir .ini terdapatnya

Dewan Pengawas Syariah pada setiap Lembaga keuagan,

dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional yang

menampung bermacam permasalahan-permasalahan yang

membutuhkan fatwa agar memperoleh kesamaan didalam

® https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/, diakses pada 04 Oktober 2021, pukul
20.00 WIB
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penaganan darisetiap Dewan Pengawas Syariah yang terdapat
diLembaga Keuagan Syariah.

Pembentukan Dewan SyariahNasional ialah langkah efiisiensi
serta [koordinasi para ulama «dalam imenjawab isu-isu iyang
berhubugan dengan permasalah.ekonomikeuagan.

Dewan Syariah Nasional diharapkan bisa berperan untuk
mendesak pelaksanaan .ajaran lslam dalam kehidupan
ekonomi.

Dewan Syariah Nasional berfungsi secara pro aktif dalam
imenjawab perkembagan masyarakat Indonesia iyang dinamis

dalam bidang.ekonomiserta keuagan

2. Pengertian

Lembaga Keuagan Syariah merupakan Lembaga keuagan
syariah yang menghasilkan produk keuagan syariah serta yang
menemukan izin operasional selaku Lembaga Keuagan
Syariah.

Produk Keuagan Syariah merupakan prodok keuagan yang

imengikutisyariahIslam.
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e Dewan Syariah Nasional merupakan dewan yang didirikan
oleh MUI wuntuk imenanggulangi imasalah \yang berhubugan
dengan kegiatan LembagaKeuagan Syariah.

e Badan pelaksanaan harian Dewan Syariah Nasional
merupakan badan yang itiap hari melakukan itugas Dewan
Syariah:Nasional.

e Dewan Pengawas Syariah merupakan badan yyang iterdapat di
Lembaga Keuagan Syariah serta bertugas mengawasi
pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di Lembaga

[Keuagan Syariah.’

C. Peran DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional( \DSN) ialah .dewan yang dibangun
oeleh Majelis Ulama Indonesia( /MUI) buat mengatasi 1masalah-
masalah yang berhubugan dengan .aktivitas Lembaga Keuagan
Syariah. Pedoman bawah MUI dapat dilihat bila. MUl .mempunyai 4
tugas pokok, salah satu tugas pokok tersebut ialah fatwa dan nasehat
baik kepada pemerintah dan golongan muslimin.menimpa bermacam

imasalah baik iyang berkaitan .dengan ppersoalan- persoalan keagamaan

% Sutan Remy Sjahden, Perbankan Syariah Produk-Produk dan AspekAspek
Hukumnya, (Jakarta: Kencana), h. 109
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maupun masalah kemasyarakatan pada biasanya. \Ini yakni tugas
pokok MUI sebagai wadah berkumpulnya para wulama. Dengan
perkataan lain MUI bertugas selaku“ mufti” yang menjadikan
tumpuan warga dan pemerintah dalam bertanya tentang bermacam
berbagai Mengenai.masalah keagamaan.

Sedangkan . fatwa- fatwa MUI bisa dikelompokkan jadi i3
kelompok. \Awal ialah fatwa keagamaan baik berkaitan dengan
akidah, ibadah, kemasyarakatan, dan yang ditangani oleh komisi
fatwa MUI. Kedua, ialah fatwa tentang kehalalan produk pangan,
obat- obatan dan kosmetika. Fatwa ini dihasilkan oleh komisi fatwa
\yang biasa diucap ffatwa halal buat setelah itu diproses oleh MUI jadi
setifikat halal. Ketiga, yakni fatwa yang berkaitan dengan ekonomi
Islam (mu amalah) buat dipedomani oleh Lembaga- lembaga
Keuagan Syariah semacam Bank Syariah, BPR Syariah, BMT. Fatwa
ini di kelompokan yang dihasilkan oleh .Dewan Syariah Nasional
(DSN).*°

Padatahun 2000, lampiran.l1.darj,.SK.MUI No. Kep-754/ Mui/

[11/.9 tentang pembuatan Dewan Syariah Nasional dijadikan pedoman

0 Sinta Amulet Busro, “Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Qardh
dengan Menggunakan Dana  Nasabah (Analisis  terhadap Fatwa
No.79/DSNMUI/INI/2011)”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2017), h.25.
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bawah Dewan Syariah Nasional lewat keputusan DSN- MUI No. 01
‘Tahun 2000 kalau tugas.dari DSN, ialah:

a. Menumbuhkan kembangkan penerapan nilai-nilai syariah
dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuagan
pada khususnya.

b. Mengeluarkan fatwa atasjenis-jenis kegiatan keuagan.

c. Mengawasi penerapan fatwayangitelah.dikeluarkan

d. Mengeluarkan fatwa atasproduk dan jasakeuagan syariah.™

D. Sejarah Berdiri Fatwa

Fatwa dalam Islam hadapi pertumbuhan dari masa kemudian
isampai /masa saat iini, pada masa Nabi Muhammad Saw. Persoalan
umat /menimpa iIslam baik dalam bidang Kketauhidan, syariah «dan
akhlak yang diajukan ilangsung kepada Nabi Saw, pada dikala iitu.
[Fatwa yang diberikan oleh Nabi selaku jawaban atas persoalan itu,
dalam 2 wujud. Awal, iialah \waktu dari Allah Swt yang setelah itu
tersusun dalam Al- Qur an. Kedua, yakni komentar dari Nabi sendiri
yang (diucap sunnah Rasulullah. Bila kepada Rasulullah ditanyakan

hukum sesuatu permasalahan isampai \mencuat permasalahan baru

1 Jaih Mubarok, “Struktur DSN-
MUTI” http://majelispenulis.blogspot.com/2016/05/ peran-dewan-syariah-
nasional.html, diakses 05 Oktober 2021, 09:00.
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iyang menuntut lekas mengambil ivonis hukum hingga dia menunggu
turunnya wahyu, bila wahyu yang diartikan turun hingga wahyu
iseperti itu yang membagikan jawaban atas syarat hukum, namun bila
tidak hingga berarti dia diizinkan J/Allah buat . membagikan jawaban
atas syarat permasalahan yang ditanyakan .maupun yang terjalin serta
setelah dimaklumi kalau dia tidak berucap bersumber pada hawa
nafsunya.'?

Fatwa senantiasa sama diawali dengan penjelasan kalau
komisi sudah mengadakan siding pada bertepatan pada itertentu
berkenaan dengan iterdapatnya pertanyaan- pertanyaan \yang sudah
diajukan oleh orang- orang «dan badan- badan itertentu, fatwa mulai
diperlakukan dikala masa kerasulan berakhir, ialah sehabis wafatnya
[Rasulullah Saw, namum keberadaan iteman Rasulullah, para itabi’in
dan tabi ut mempermudah umuat bertanya tiap kasus hukum lIslam,
hingga mereka berfungsi selaku imujtahid yang memastikan hukum
iIslam bersumber pada iihtihad «dan dilanjutkan dengan dalil- dalik

iyang terlah dipergunakan selaku bawah pembuatan fatwa.

12 yeni Salman Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam
Sistem Hukum Nasional di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian
Agama) h. 75-76.
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Dalil bagiakal atau rasional hanya diberikan selaku penjelasan
pendukung, sehabis iitu barulah statment sesungguhnya dari fatwa
diberikan dan dicantumkan pada bagian akhir. Hendak namun dalam
sebagian peristiwa sama sekali tidak dicantumkan (dalil- dalilnya baik
itu.dari kutipan.ayat.Al-.Qur an.danbagi.ide, melainkan keputusan itu
langsung seja berisi persoalan fatwa, yang dimana dalil- dalil ini bisa
jadisekali bisa.ditemui.dalam catatan persidangan- persidangan. Pada
sesuatu bagian akhir atwa senantiasa terdapat tiga perihal yang
dicantumkan, baik iitu bertepatan pada dikeluarkannya fatwa yang
dimana dapat saja berbeda dengan bertepatan pada yang diadakan di
sidang, nama- nama pimpinan serta para anggota komisi diiringi ciri
tangan imereka .dan nama- nama mereka yang sudah mendatangi
siding, adakalanya ciri itangan pimpinan MUI dicantumkan pada
ffatwa \yang bersangkutan, sampai sudah iterjalin pada sesuatu fatwa

yang dicantumkannya ciri tangan Mentri Agama.™®

E. Tugas.danFungsi DSN

¥ Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia,
(Jakarta: Dwibahasa), h. 79-80
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1. Tugas DSN

DSN_MUI ialah salah satunya lembaga yang diberikan
amanat oleh undang- undang buat menetapkan fatwa dibidang
ekonomi syariah. Kalau prinsp syariah merupakan jprinsp hukum
Islam dalam aktivitas perbandkan bersumber pada fatwa yang
dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan .dalam
penetapan fatwa dibidang syariah, walaupun tidak secara tegas
menyebut \DSN- MUI, namum prakrik imeyakinkan kalau
DSN_MUI ialah lembaga yang mmenghasilkan fatwa yang
diartikan serta senantiasa jadi rujukan Bank Syariah dalam
melakukan aktivitas usahanya.**

DSN- MUI selaku lembaga yang memiliki otoritas .dalam
membuat fatwa dibidang .ekonomi syariah memiliki tugas serta
iguna.semacam berikut:

e Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah wuntuk
dijadikan pedoman bagipraktisi.danregulator.
e Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi serta syariah

approval bagi.Lembaga:Keuagan Syariah.

14 Sinta Amulet Busro, “Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Qardh
dengan Menggunakan Dana  Nasabah (Analisis  terhadap Fatwa
No.79/DSNMUI/III/2011) ”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2017),h.26
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e Melakukan pengawasan aspek syariah atas produk ataupun
jasa (i lembaga keuagan bisnis syariah imelalui Dewan
Pengawas Syariah.™

2. Fungsi DSN

Sebaliknyaapabiladipisahkan.antara.guna.dan tugas.dalam
isebagian sumber disebutkan kalau.guna.Dewan Syariah Nasional(

DSN), semacam berikutiini:

e Mengawasi produk lembaga Kkeuagan syariah agar sesuai
idengan syariah.

e Meneliti serta /memberi fatwa bagi produk-produk yang
dikembangkan oleh.lembaga keuangan syariah.

e Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan
isebagai Dewan Syariah Nasional pada suatulembaga keuagan
Syariah.

e Memberikan iteguran kepada LKS jika lembaga yang
bersangkutan 1menyimpang dari .garis panduan yang telah

ditetapkan.®

' https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/ di akses 05 Oktober 2021, 09:10.
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan
lHustrasi, (Yogyakarta: EKONISIA, 2012), Edisi Ill, Cetakan I, h. 49.
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Penerapan tugan DSN didasarkan pada keputusan Dewan
Nasional- Majelis \Ulama Indonesia \Nomor. 01 tahun 2000
tentang pedoman Dasan Dewan Syariah Nasional- Majelis .Ulama
iIndonesia, dalam bab IV perihal .1 keputusan tersebut ditegaskan
kalau tugas DSN, yaitu:

e Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah «dalam
[kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuagan pada
Khususnya.

e Mengeluarkan fatwa atasjenis-jenis kegiatan keuagan.

e Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa Kkeuagan ssyariah.
Badan pelaksana harian DSN iadalah badan \yang sehari-hari
imelaksanakan tugas Dewas Syariah .Nasional.

e Mengawasi penerapan fatwa.yang telah dikeluarkan.’

Dewan Syariah Nasional (DSN) yang beranggotakan para
pakar hukum Islam( fugaha) serta pakar praktisi ekonomi, paling
utama sector keuagan bank maupun non- bank, \yang berperan
melakukan tugas- tugas MUI dalam mendesak serta memajukan
ekonomi ummat. Disampung itu, lembaga ini memiliki tugas lain

buat imenggali, /menguji dan merumuskan nilai serta prinsip-

" Ahmad Ifham, Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan
Mudah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 6



65

prinsip hukum Islam syariah buat dijadikan pedoman dalam

aktivitas transaksi di lembaga- lembaga keuagan syariah, dan

[mengawasi penerapan sertaimplementasinya.*®

F. Wewenang.DSN

a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah
di tiap-tiap Lembaga Keuagan Syariah serta.menjadi dasar aksi
hukum pihak terpaut.

b. Menggeluarkan fatwa yang menjadikan sebuah landasan untuk
Syarat serta peraturan yang itelah dikeluarkan oleh lembaga
iyang berwenang, seperti departemen keuagan serta Bank
iIndonesia.

c. Memberikan saran serta imencabut saran nama-nama yang
ihendak duduk selaku \Dewan Pengawas Syariah pada sesuatu
iLembaga Keuagan Syariah.

d. Mengundang para pakar ahli wuntuk menjelaskan sesuatu
permasalahan iyang dibutuhkan dalam ulasan ekonomi syariah,
yang itelah itercantum otoritas moneter serta lembaga keuagan

dalamataupun luarnegara.

% Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, “Kedudukan Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis
Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)” dalam RECHTS
VINDING : Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2012),
h.260
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Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuagan Syariah
untuk 1mengentikan penyimpangan dari fatwa yang telah
dikeluarkan oleh.Dewan Syariah Nasional.

Mengusulkan kepada lembaga yang berwenang wuntuk
imengambil Tindakan apabila peringatan tidak dilakukan oleh

wewenang Dewan Syariah Nasional.

G. Mekanisme TatacaraKinerja.DSN

Berdasarkan Mekanisme keputusan kerja Dewan Syariah

Nasional Majelis \Ulama iIndonesia No.01 Tahun 2000 tentang

pedoman bahwa Dewan Syariah Nasional, mekanisme kerja DSN ada

3 faktor, ialah DSN, Badan Pelaksana Harian. DSN (BPH-DSN MUI),

serta Dewan Pengawas Syariah (DPS). \Ada pula mekanisme kerja

Kketiga factor tersebutimerupakan seperti berikut:

1) DewanSyariahNasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional imensahkan rancagan fatwa \yang
diusulkan olehbadan pelaksana:harianiDSN.

Dewan Syariah Nasional melaksanakan rapat pleno sangat
tidak satu kali.dalam.3 bulan, atauapaun bilamana dibutuhkan.
Tiap tahunnya.membuat sesuatu statement yang dilansir dalam
laporan tahunan (annual report) kalau lembaga keuagan

syariah yang bersangkutan sudah atau tidak terpenuhisegenap
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Syarat syariah cocok dengan fatwa yang .dikeluarkan oleh

Dewan Syariah Nasional.

2) BadanPelaksanaHarian(BPH)

Badan Pelaksana \Harian menerima wusulan ataupun persoalan
hukum /menimpa sesuatu produk lembaga keuagan syariah,
masukan serta wusulan persoalan diperuntukan kepada
isecretariat,.Badan PelaksanaHarian.

Sekretariat iyang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu
hari kerja setelah menerima wusulaerta pertanyaan \yang harus
imengantarkan permasalahan kepada ketua.

Badan Pelaksana Harian Bersama anggota serta staf ahli
selambat-lambatnya 20 hari  kerja harus membuat
memorandum special yang berisi telaah serta pembahasan atau
wulasan terhadap sesuatu persoalan.ataupun.usulan.

Ketua Badan Pelaksana Harian berikutnya membawa hasil
usulan ke .dalam [Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional untuk

imendapatkan pengesahan.

3) DewanPengawas Syariah(DPS)

Dewan Pengawas Syariah melaksanakan pengawasan isecara
periodi pada Lembaga Keuagan Syariah yang terletak

dibawah pengawasannya.
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e Dewan Pengawas Syariah berkewajiban imengajukan wusul-
usul pengembangan lembaga keuagan syariah kepada
pimpinan lembaga yang bersangkutan serta kepada Dewan
Syariah Nasional.

e Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembagan produk
dan operasional lembaga keuagan syariah \yang (diawasinya
kepadaDewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya.dua(2)
Kkali dalam satu (1) tahun.anggaran.

e Dewan Pengawas Syariah 'merumuskan permasalahan-
permasalahan yang membutuhkan pembahasan Dewan

Syariah Nasional.™

H. DSN-MUINO. 80/DSN-MUI/111/2011

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI [No. 80/DSN-
MUI/I11/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme
Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek

Menimbang : a. bahwa di kalangan masyarakat muncul pertanyaan
mengenai  kesesuaian  syariah atas Mekanisme
Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler
Bursa Efek di Pasar Modal.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dikemukakan dalam huruf a, DSN-MUI memandang

9 M. Ichwan Sam dkk, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah
Nasional MUI, Jakarta:Erlangga, 2014, h. 4.
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perlu menetapkan fatwa tentang Penerapan Prinsip
Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat
Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek untuk dijadikan
pedoman.

Mengingat  : 1. Firman Allah SWT, antara lain:
a. QS. al-Ma'idah [5]: 1:
saads 15550 55T Gl i

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu

b. QS. al-Nisa' [£]: A:
Jaadly 15885 51 a0 G 2S5 D) BT 35 G &0l &)

"Sesungguhnya  Allah ~ menyuruh  kamu
menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya dan apabila kamu menetapkan
hukum di antara manusia, hendaklah dengan
adil... "

c. QS. al-Bagarah [Y]: YVe:
LGN a5a s asl o Bals

...Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba ..."

d. QS. al-Bagarah [Y]: YVA:

Giiash 2B ) LN Ga L L 153005 a0 580 1 skl Gal i,

"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada
Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang
yang beriman."”
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e. QS. al-Nisa' [¢] : Y4
3 (158 Be §5a3 (588 O ) Jlatll 4k 2050158 ¥ 1540 G i

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian
memakan (mengambil) harta orang lain secara
batil, kecuali jika berupa perdagangan yang
dilandasi atas sukarela di antara kalian ...”

f. Q.S. al-Qashash [YA]: Y1:
a1 i & Eali e 5 G el ool i) 6

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata,
"Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang
bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang
yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja
(pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya."

0. QS. al-Ma'idah [°]: Y:
ol B g G 85 sy YT e 15858 5 s Dl e 135S

" ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada
Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya."

h. QS. al-Bagarah [Y]: YAY:
o A0 Gl AT Gl (o) 350 Lty 20i Gl 08

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai
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itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya... "

2. Hadis Nabi SAW:

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari '‘Ubadah bin Shamit,
riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam
Malik dari Yahya:

a5 080) Doen V5 5ika ¥ O (e Ay 4l A JLa ) 355 O
e Ul ‘e\SA“}!\ sl a8 Guball opdabe e aale ol
RURTIEYSUNPETIS | & EERGIEN I SR PURSTSN DT gt s

(> o g sl
"Rasulullah SAW menetapkan: Tidak boleh membahaya-
kan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula)
membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh
orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang
merugikannya)."

b. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

sanl) o (e ally 4dle 1 e B 05l a8 DB A5 o 06
u)iu ub‘&}uﬂ uhﬁ\w‘sselunﬁ);\)))ﬂ\buuc}
(Y‘V/\YJ t_uéaj\eﬁ‘)c‘)‘)cﬂ\_\ﬁdﬂ\t\.d\jow\tu

"Diriwayatkan dari Abi Hurairah RA, ia berkata,
"Rasulullan SAW melarang jual beli hashah dan jual
beli yang mengandung gharar.” (HR. Muslim).

c. Hadis riwayat Tirmidzi dari Hakim bin Hizam:

g d\ji\.i_u\e.ad)d\wdtu\dmudu@j\wgdwd’;)l\
(\Y“\/D cggd.q‘)ﬂ\ u—‘“)dl“?u‘:‘“‘“t‘-’

"Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata, "Saya
menemui Rasulullah SAW, lalu berkata,"Seorang laki-
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laki datang kepadaku meminta agar saya menjual suatu
barang yang tidak ada pada saya, saya akan
membelikan untuknya di pasar kemudian saya
menjualnya kepada orang tersebut.” Rasulullah SAW
menjawab, "Janganlah kamu menjual sesuatu yang
tidak ada padamu.” (HR. Tirmidzi/V, Y1)

Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari:

axsal) R Ge (Al adle B K ) 05l &) as il e
éJcLﬁ;\jﬂ\L}aa‘)Sﬁu;g\..d\cdgﬂ\;gﬂﬁ\’w‘;g;)\é.}ﬂ
('122/\;&,33;}\

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah
SAW melarang (untuk) melakukan najsy (penawaran
palsu).” (H.R Bukhari)

Hadis Riwayat Bukhari:

¥ by e s e B 0500 08 08 Weie 1 )y e ol G2
aet VAR L e oy Gl J8 A0 Duall an VG GR&ON 1
Aamia g el aa dl) ke A S8 Y 06 W Sl
) caimy Jay al e ol s aw da il g ) S

(YT : Cuall

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, berkata: Rasulullah
saw bersabda: "Jangan kamu sekalian menemui para
pengendara (pembawa barang dagangan, pen.) dan
jangan melakukan bai' hadhir li-bad (orang kota
menjual kepada orang desa).” la (periwayat) berkata:
Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa arti: "Jangan
melakukan bai' hadhir li-bad.?" la menjawab: Orang
kota tidak boleh menjadi perantara (calo) bagi orang
desa."” (H.R Bukhari)

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik:
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085 a3 s ¢ al adle B e 0 0505 O ola i ol
im0 O ab AT 045 08 F3 (sl 5% (5 % e
055 2l i e B3 Ga bl Gle B de s 4ile &
el aaal) Ged Euad 1B ue G 0B Ade gl iad s
Duaall Q8 ) cn e an Bela Lo bl cp sl - QUSY dsi

(V174

"Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a, bahwa
Rasulullah s.a.w. menjual sehelai hils (alas yang
biasanya digelarkan di rumah) dan sebuah gadah
(gelas). Beliau menawarkan: "Siapakah yang mau
membeli ‘hils' dan ‘'gadah’ ini?" Seseorang berkata:
"Saya siap membeli keduanya dengan harga Y(satu)
dirham.” Nabi menawarkan lagi, hingga dua kali, "Man
yazid 'ala dirhamin (siapakah yang mau menambahkan
pada satu dirham)?" Lalu seseorang menyerahkan dua
dirham kepada Rasulullah.” Beliau pun menjual kedua
benda itu kepadanya.” (HR. Tirmidzi)

g. Hadis riwayat Ibn Majah dari lbnu Umar:
e kel iy e s e i 05005 08 068 b o i e Ge
SV S diin 8 4ale ool 4nal) 4852 Caag 41 U8 40AT

Yeve - Cuandl Ay el all el ol
( paadl a8 cel ) pal il

Diriwayatkan dari lbnu Umar r.a, ia berkata, Rasulullah
SAW bersabda : "Berikanlah upah pekerja sebelum
keringatnya kering." (H.R Ibnu Majah)

h. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan
Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

8531 Al gl DAl o
"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

I. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari ‘Amr bin 'Auf:
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ale 1 e i 355 B3 o 4l e ol e s e
Gioa JaT 5 908 258 Wl ) Gt (5 s Ailan 06 A
SOB LA JaT 5 IR 28 W ) aehahi e salially
DSl i b el an A) Fele ek Gyt B e
(VYVYY &l iy caliall 3l G oo Sile s ) calSaY)

"Diriwayatkan dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dari
ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w bersabda,
"Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal
atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin
terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram.” (H.R at Tirmidzi)

3. ljma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada
orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan
tak ada seorang pun mengingkari mereka. Oleh karena itu,
hal tersebut dipandang sebagai ijma ’(Wahbah Zuhaily, al-
Figh al-Islami wa Adillatuhu, Dimasyq: Dar al-Fikr, 2004,
cet. 1V, edisi revisi, 5/3925).

4. Qiyas. Transaksi mudharabah digiyaskan kepada transaksi
musagah.

5. Kaidah fikih:

. Ve 35 e B8 3 &1 ) AalyT cdlalaad 3 32

"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan
sampai ada dalil yang mengharamkannya."

D1 e dggidll ) ll 2 8 (8 ) daaa (43 daal) UISAY\ D3y @y ylal)
(Y~Vu4cY.L|c\°l/\q ‘(,ES\

"Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan
sedapat mungkin." (Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, Syarh al-
Qawa'id al-Fighiyah, h. 1Y)
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° Y LYoot ‘?M\ )\J ;B)M'Al\ USLLAX\}DI_;.&‘\J\ csk‘ﬁ.mj\) J\:);f):):aj\
(\'\~ ua ) C«MBJ}J\LLS\A})AUMJAMOM}@S;S

"Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan.”" (al-
Suyuthi, al-Asybah wa al-Nadza'ir, j. Y, Y)+)

5l ¢ ilail) g olas W) ¢ sandl) Aaliaally Tayia e S0 (e WLy Gafiad
Jhila sdile Jadls 5 jali dese dana sBalat g (3udat Y (Yoo € ‘(’M‘Jb
(YY1 a o)

"Tindakan atau kebijakan Imam [pemegang otoritas] terhadap
rakyat harus berorientasi pada mashlahat." (al-Suyuthi, al-
Asybah wa al-Nadza'ir, j. Y, h. YV71)

o 1 soalal ¢ il olui Y o geadl) adliaadl R B 51 aliall 23
G‘Ebjﬁbﬁb}fumm;@d}éggﬁkc%~i ‘?M\
(Y U= o

"Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada
mengambil kemaslahatan.” (al-Suyuthi, al-Asybah wa al-
Nadza'ir, j. ), h. YV)

A s alnall ) s

"Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap perbuatan
haram, haram pula hukumnya.”" (Yusuf Qardhawi, al-Halal wa
al-Haram fi al-I1slam [Kairo: Maktabah Wahbah. Y24Y], h. YY)

Memperhatikan :1 Pendapat ulama mazhab Syafi'i tentang
Ju'alah; antara lain al-Dimyathi al-Bakri dalam Hasyiyah I'anah
al-Thalibin,juz 111/ Ye1(Tahqiq dan Takhrij hadits: ‘Abd al-
Hakim Muhammad ‘Abd al-Hakim), Kairo: al-Maktabah al-
Taufigiyah, t.th.:

s el 85 { s om 4y 218 Bl } (i iy 0 (i
a5 e 85 e e 53 3 35 Gl B 53 Gl
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Untuk akad ju'alah dapat dijadikan isti'nas firman Allah: “...
dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh
bahan makanan (seberat) beban unta..." (QS. Yusuf [YY]: VY).
"Beban (him) unta “adalah bentuk takaran yang dikenal di
kalagan umat nabi Yusuf, seperti halnya wasaaq. Firman Allah
ini hanya dipandang sebagai isti’nas, bukan dalil, karena ia
berkenaan dengan syariah’ah umat sebelum kita dan itu
menurut pendapat rajah (kuat) tidak menjadi syariah Kkita
terdapat dalil (hadis) yang menetapkannya (sebagai syariat
kita).

2. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, juz V h. 56:
it e g 0 ABY B8 4K )5 Alas (35,0 1T TR

"Jika salah satu pihak dari dua pihak yang bermitra yang
bermitra membeli bagian mitranya dalam kemitraan tersebut,
hukumnya boleh, karena ia membeli hak milik orang lain."

3. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, VIII, h. YYY:

,,,,,

L Al ST 3R ¥ eaa 380 3 Jaadl (6 (@A) & ) 52 B A2 &
£ 5 (a dad ¥ B3 el I e i ARRy Ae b Hay) MRE Vg el g
Jaall Algn ga 4 Al 48U ) ASAD) e 8 ey,

"Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya ju'alah; sebab
pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas
(bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan
budak yang hilang, hewan hilang, dan sebagainya. Untuk
pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad ijarah
(sewa/pengupahan) padahal (orang/pemiliknya) perlu agar
kedua barang yang hilang tersebut kembali, sementara itu, ia
tidak  menemukan orang  yang mau membantu
mengembalikannya secara suka rela (tanpa imbalan). Oleh
karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad ju‘alah
untuk keperluan seperti itu dibolehkan sekalipun (bentuk dan
masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas."”
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4. Pendapat para ulama, antara lain:

o Uil By il e i e S0 GG ik i dady SN 305
S K5 ead iy K 58 G bl Ul s el (8 8508 5 3al) 4ald)

13 3] ald Y sall) A g 2l Jasgy ciliilall ol Alle

(i'ﬁ/\ ua .z s[Y e dduaall

"Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan
maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu ‘alaihi
wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk
melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli
kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan gabul nikah,
(semuanya) tanpa memberi-kan imbalan. Nabi pernah juga
mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat)
dan beliau memberikan imbalan kepada mereka." (lbn
Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, Y++%], juz 1, h.
£1A).

= Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr bin
Sa'id:

Mo 5801 ) S5 555 3301 34140 B30 8 5801 58 G B e i Ul 485
(OY\/ nua 'z c[Y v ‘Q:m;l\ )\J o)ﬁlﬁl\] “;1\5}.1}3

"Hadis Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang
yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru' boleh menerima
imbalan.” (Al-Syaukani, Nail al-Authar, [Kairo: Dar al-Hadits,
Yeur],j £, hoeYy)

o VA ) R kalad BV bl kG ke e el Esadly
(2 /0 siaall) Ll AR e 38 call) 2V W Jad a5 (K (S

"Umat (ulama) telah sepakat bahwa secara garis besar
wakalah itu hukumnya boleh. Dan setiap orang tidak bisa
memperoleh langsung apa yang dibutuhkan. Dengan demikian,
ada kebutuhan terhadap wakalah tersebut."
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o Allae a8 Ay aliy alle il e 0 BY QAT iRy AL ARG 2
LA&a8 (Jady) (o DAL AN cal& 135 Al 2] Uadgs clBalall =l
an g siSall ailal ) 4Bl €Y a1z o il i A1) Ayl AL
(£40A a0z A

"Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa
imbalan, hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa
sallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut
sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka

...Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan
maka hukumnya sama dengan hukum ijarah.” (Fath al-Qadir,
juz 1, h. Y; Wahbah al-Zuhaili, al-Figh allslami wa Adillatuh,
[Dimasyq: Dar al-Fikr, Y« Y], juz ©, h. £€+2A)

o A Al G e A8y (A 55 U L (JSH) AT (Bl G
(£Y+ ol g o[Yo g cuaall o s alal] dlals oY Jiall) Alks

"(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada
orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan
akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia
boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain)." (lbn
Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, Y+« ¢], juz 1, h.
V)

5. Substansi fatwa DSN-MUI No. Y+/DSN-MUI/IV/ Y-+ Ytentang
Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah,
fatwa DSN-MUI No. ¢:/DSN-MUI/X/ Y.:Ytentang Pasar
Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar
Modal.

6. Undang-undang Nomor  ATahun )%4etentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun Y44eNomor 1¢, Tambahan
Lembaran Negara Nomor Y1+ A) dan Peraturan Pelaksanaannya.

7. Surat dari Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.S-
«+YYY/BEIL.PGU/ Y+ Y-+ Vtertanggal VYJanuari Y+ V),
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8. Hasil Workshop DSN-MUI dengan Bursa Efek Indonesia tanggal
«Ydan YAFebruari Y+)).

9. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada Selasa,
«AMaret YYYM/ YRabi’ul Akhir Y£¢YYH.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM
MEKANISME PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DI
PASAR REGULER BURSA EFEK

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas --
selanjutnya disingkat Perdagangan Efek-- di
Pasar Reguler Bursa Efek adalah kontrak jual
beli efek yang dibuat oleh Anggota Bursa
Efek sesuai dengan persyaratan Yyang
ditentukan oleh Bursa Efek. Perdagangan ini
termasuk perdagangan online yang dilakukan
dalam satu majelis dengan mekanisme dan
peraturan yang menjamin terpenuhinya hak
dan kewajiban para pihak.

2. Efek BersifatEkuitas adalah saham atau efek
yang dapat ditukar dengan saham atau efek
yang mengandung hak untuk memperoleh
saham sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J. )
tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar
Perseroan yang Melakukan Penawaran
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Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan
Publik.

. Efek BersifatEkuitas Sesuai Prinsip Syariah
adalah Efek BersifatEkuitas yang termasuk
dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang
diterbitkan oleh Bapepam dan LK, yang
dalam penyusunannya melibatkan DSN-
MUI.

. Pasar Reguler adalah pasar di mana
Perdagangan Efek di  Bursa Efek
dilaksanakan berdasarkan proses tawar
menawar yang berkesinambungan (bai ’al-
Musawamah) oleh Anggota Bursa Efek dan
penyelesaian administrasinya dilakukan pada
hari  bursa ketiga setelah terjadinya
Perdagangan Efek di Bursa Efek.

Bursa Efek  adalah pihak  yang
menyelenggarakan dan menyediakan sistem
dan/atau sarana untuk mempertemukan
penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain
dengan tujuan memperdagangkan efek di
antara mereka.

. Anggota Bursa Efek adalah Perusahaan Efek
yang telah memperoleh izin usaha dari Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (Bapepam dan LK) sebagai
Perantara Pedagang Efek sebagaimana
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dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Pasar Modal dan telah memperoleh
persetujuan  keanggotaan  bursa  untuk
mempergunakan sistem dan atau sarana bursa
dalam  rangka  melakukan  kegiatan
Perdagangan Efek di Bursa Efek sesuali
dengan peraturan Bursa Efek.

Harga Pasar Wajar adalah harga pasar dari
Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah
yang sesuai dengan mekanisme pasar yang
teratur, wajar dan efisien serta tidak
direkayasa.

Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)
adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa
kliring dan  penjaminan  penyelesaian
Transaksi Bursa.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
(LPP) adalah Pihak yang menyelenggarakan
kegiatan Kustodian sentral bagi Bank
Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek
yang memenuhi ketentuan dan persyaratan
LKP untuk mendapatkan layanan jasa kliring
dan penjaminan penyelesaian Transaksi
Bursa.

Perusahaan Efek adalah Pihak yang
melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin
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Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan
atau Manajer Investasi.

Novasiadalah Pengalihan hak dan kewajiban
antara Anggota Kliring jual dengan Anggota
Kliring beli menjadi hak dan kewajiban
antara Anggota Kliring jual/beli dengan LKP
sebagai akibat penjaminan LKP atas
Perdagangan Efek di Bursa Efek.

ljarah adalah akad pemindahan hak
guna/manfaat atas suatu barang atau
pemberian jasa/pekerjaan dalam  waktu
tertentu dengan pembayaran sewa/ujrah.
Hawalah bil Ujrah adalah akad pengalihan
utang dari pihak yang berutang kepada pihak
lain yang bersedia atau berkomitmen
(iltizam) untuk menanggung (membayar)-
nya, dengan ujrah.

Ju’alah adalah janji atau komitmen (iltizam)
untuk memberikan imbalan (ju’l) tertentu
atas pencapaian hasil (natijah) yang
ditentukan dari suatu pekerjaan.

Riba adalah tambahan yang diberikan dalam
pertukaran barang-barang ribawi (al-amwal
al-ribawiyah) dan tambahan yang diberikan
atas pokok utang dengan imbalan

penangguhan pembayaran secara mutlak.
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Bai ’adalahakad pertukaran harta yang
bertujuan memindahkan kepemilikan harta
tersebut.

Bai ’al-Musawamahadalah akad jual beli
dengan kesepakatan harga pasar yang wajar
melalui mekanisme tawar menawar Yyang
berkesinambungan.

Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu
akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas
obyek akad maupun mengenai
penyerahannya.

Taghrir adalah upaya mempengaruhi orang
lain, baik dengan ucapan maupun tindakan
yang mengandung kebohongan, agar
terdorong untuk melakukan transaksi.

Bai ’al-Ma’dum adalah jual beli yang obyek
(mabi’)-nya tidak ada pada saat akad, atau
jual beli atas barang (efek) padahal penjual
tidak memiliki barang (efek) yang dijualnya.
Bai ’al-Maksyuf adalah bentuk jual beli yang
mengandung gharar; yaitu jual beli secara
tunai atas barang (efek) yang bukan milik
penjual dan penjual tidak diberi izin oleh
pemilik untuk menjualkan, atau jual beli

secara tunai atas barang (efek) padahal
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penjual tidak memiliki barang (efek) yang
dijualnya.

Jahalah adalah ketidakjelasan dalam suatu
akad, baik mengenai obyek akad, kualitas
atau  kuantitas  (shifat)-nya, harganya
(tsaman),  maupun  mengenai  waktu
penyerahannya.

Ihtikar adalah membeli suatu barang yang
sangat diperlukan masyarakat pada saat harga
mahal dan menimbunnya dengan tujuan
untuk menjualnya kembali pada saat
harganya lebih mahal.

Ghabn adalah ketidakseimbangan antara dua
barang (obyek) yang dipertukarkan dalam
suatu akad, baik segi kualitas maupun
kuantitasnya.

Ghabn Fahisy adalah ghabn tingkat berat,
seperti jual-beli atas barang dengan harga
jauh di bawah harga pasar.

Talaqqi al-rukban adalah bagian dari ghabn;
yaitu jual-beli atas barang dengan harga jauh
di bawah harga pasar karena pihak penjual
tidak mengetahui harga tersebut.

Tadlis adalah tindakan menyembunyikan

kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh
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penjual untuk mengelabui pembeli seolah-
olah obyek akad tersebut tidak cacat.
Tanajusy/Najsy adalah tindakan menawar
barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak
yang tidak bermaksud membelinya, untuk
menimbulkan kesan banyak pihak yang
berminat membelinya.

Ghisysy adalah salah satu bentuk tadlis; yaitu
penjual menjelaskan/memaparkan
keunggulan/ keistimewaan barang yang
dijual serta menyembunyikan kecacatannya.
Dharar adalah tindakan yang dapat
menimbulkan bahaya atau kerugian pihak

lain.

Ketentuan Hukum

Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar

Reguler

Bursa Efek boleh dilakukan dengan

berpedoman pada ketentuan khusus.

Ketentuan Khusus

1. Perdagangan Efek

a. Perdagangan Efek di Pasar Reguler Bursa Efek

menggunakan akad jual beli (bai’);

b. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan

pada harga serta jenis dan volume tertentu antara

permintaan beli dan penawaran jual;

c. Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli

dinilai

sah sebagaimana dimaksud dalam huruf b,
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walaupun  penyelesaian  administrasi  transaksi

pembeliannya  (settlement)  dilaksanakan  di

kemudian hari, berdasarkan prinsip gabdh hukmi;

. Efek yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya

Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah;

Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan

berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga

pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang
berkesinambungan (bai *al-musawamah);

Dalam Perdagangan Efek tidak boleh melakukan

kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan

prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam angka
¥

Mekanisme Perdagangan Efek

a. Bursa Efek boleh menetapkan aturan bahwa:

1) Perdagangan Efek hanya boleh dilakukan
oleh Anggota Bursa Efek.

2) Penjual dan Pembeli Efek yang bukan
Anggota Bursa Efek dalam melaksanakan
Perdagangan Efek harus melalui Anggota
Bursa Efek.

b. Akad antara penjual atau pembeli efek yang
bukan Anggota Bursa Efek dengan Anggota
Bursa menggunakan akad ju’alah.

c. Bursa Efek wajib membuat aturan yang
melarang terjadinya dharar dan tindakan yang
diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah



87

dalam Perdagangan Efek yang berdasarkan
prinsip syariah di Bursa Efek.

d. Bursa Efek menyediakan sistem dan/atau sarana
perdagangan Efek, termasuk namun tidak
terbatas pada peraturan bursa dan sistem dalam
rangka melakukan pengawasan perdagangan
efek, antara lain untuk mendeteksi dan mencegah
kegiatan atau tindakan yang diindikasikan tidak
sesuai dengan prinsip syariah.

e. Bursa Efek dapat mengenakan biaya
(ujrah/rusum)  PerdaganganEfek berdasarkan
prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan/atau
sarana perdagangan kepada Anggota Bursa Efek.

f. LKP dapat melakukan novasi atas Perdagangan
Efek yang dilakukan  Anggota  Bursa,
berdasarkan prinsip hawalah bil ujrah.

g. LKP dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum)
Kliring dan penjaminandari Anggota
Bursa/Kliring atas jasa yang dilakukan.

h. Penyimpanan dan penyelesaian atas Perdagangan
Efek dilakukan melalui LPP.

i. LPP dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum)
penyimpanan dan penyelesaian dari Anggota
Bursa Efek selaku Perusahaan Efek.

. Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah

Pelaksanaan Perdagangan Efek harus dilakukan

menurut  prinsip  kehati-hatian  serta  tidak
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diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan

tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur

dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan

kezhaliman, taghrir, ghisysy, tanajusy/najsy, ihtikar,

bai ’al-ma’dum, talaqgi al-rukban, ghabn, riba dan

tadlis.Tindakan-tindakan  tersebut antara lain

meliputi:

a. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam

kategori Tadlisantara lain:

1)

2)

Front Running yaitu tindakan Anggota
Bursa Efek yang melakukan transaksi
lebih dahulu atas suatu Efek tertentu, atas
dasar  adanya informasi bahwa
nasabahnya akan melakukan transaksi
dalam volume besar atas Efek tersebut
yang diperkirakan mempengaruhi harga
pasar, tujuannya  untuk  meraih
keuntungan atau mengurangi kerugian.
Misleading  information  (Informasi
Menyesatkan), yaitu membuat pernyataan
atau memberikan keterangan yang secara
material tidak benar atau menyesatkan
sehingga mempengaruhi harga Efek di
Bursa Efek.

b. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam

kategori Taghrirantara lain:
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1) Wash sale (Perdagangan semu yang tidak
mengubah kepemilikan) yaitu transaksi
yang terjadi antara pihak pembeli dan
penjual yang tidak  menimbulkan
perubahan kepemilikan dan/atau
manfaatnya (beneficiary of ownership)
atas transaksi saham tersebut. Tujuannya
untuk membentuk harga naik, turun atau
tetap dengan memberi kesan seolah-olah
harga terbentuk melalui transaksi yang
berkesan wajar. Selain itu juga untuk
memberi kesan bahwa Efek tersebut aktif
diperdagangkan.

2) Pre-arrange trade yaitu transaksi yang
terjadi melalui pemasangan order beli dan
jual pada rentang waktu yang hampir
bersamaan yang terjadi karena adanya
perjanjian  pembeli  dan  penjual
sebelumnya. Tujuannya untuk
membentuk harga (naik, turun atau tetap)
atau kepentingan lainnya baik di dalam
maupun di luar bursa.

c. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam
kategori Najsy antara lain:

1) Pump and Dump, vyaitu aktivitas

transaksi suatu Efek diawali oleh

pergerakan harga uptrend, yang
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disebabkan oleh serangkaian
transaksi  inisiator  beli  yang
membentuk harga naik hingga
mencapai level harga tertinggi.
Setelah  harga mencapai level
tertinggi, pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap kenaikan
harga yang telah terjadi, melakukan
serangkaian transaksi inisiator jual
dengan volume yang signifikan dan
dapat mendorong penurunan harga.
Tujuannya adalah  menciptakan
kesempatan untuk menjual dengan
harga tinggi agar memperoleh
keuntungan.

Hype and Dump, vyaitu aktivitas
transaksi suatu Efek yang diawali
oleh pergerakan harga uptrend yang
disertai dengan adanya informasi
positif yang tidak benar, dilebih-
lebihkan, misleading dan juga
disebabkan oleh serangkaian
transaksi  inisiator  beli  yang
membentuk harga naik hingga
mencapai level harga tertinggi.
Setelah  harga mencapai level
tertinggi, pihak-pihak yang
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berkepentingan terhadap kenaikan
harga yang telah terjadi, melakukan
serangkaian transaksi inisiator jual
dengan volume yang signifikan dan
dapat mendorong penurunan harga.
Pola transaksi tersebut mirip dengan
pola transaksi pump and dump, yang
tujuannya menciptakan kesempatan
untuk menjual dengan harga tinggi
agar memperoleh keuntungan.

3) Creating fake demand/ supply
(Permintaan/Penawaran Palsu),
yaitu adanya Y(satu) atau lebih pihak
tertentu  melakukan  pemasangan
order beli/jual pada level harga
terbaik, tetapi jika order beli/jual
yang dipasang sudah mencapai best
price maka order tersebut di-delete
atau  di-amend  (baik  dalam
jumlahnya dan/atau diturunkan level
harganya) secara berulang Kkali.
Tujuannya untuk memberi kesan
kepada pasar seolah-olah terdapat
demand/suplpy yang tinggi sehingga
pasar terpengaruh untuk
membeli/menjual.

d. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam

kategori Ikhtikar antara lain:
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Pooling interest, yaitu aktivitas transaksi
atas suatu Efek yang terkesan liquid, baik
disertai dengan pergerakan harga maupun
tidak, pada suatu periode tertentu dan
hanya diramaikan sekelompok Anggota
Bursa Efek tertentu (dalam pembelian
maupun penjualan). Selain itu volume
transaksi setiap harinya dalam periode
tersebut selalu dalam jumlah yang hampir
sama dan/atau dalam kurun periode
tertentu aktivitas transaksinya tiba-tiba
melonjak secara drastis. Tujuannya
menciptakan kesempatan untuk dapat
menjual atau mengumpulkan saham atau
menjadikan aktivitas saham tertentu dapat
dijadikan benchmark.

Cornering, yaitu pola transaksi ini terjadi
pada saham dengan kepemilikan publik
yang sangat terbatas. Terdapat upaya dari
pemegang saham mayoritas  untuk
menciptakan  supply semu  yang
menyebabkan harga menurun pada pagi
hari dan menyebabkan investor publik
melakukan short selling. Kemudian ada
upaya pembelian yang dilakukan

pemegang saham mayoritas hingga
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menyebabkan harga meningkat pada sesi
sore hari yang menyebabkan pelaku short
sell mengalami gagal serah atau
mengalami  kerugian  karena  harus
melakukan pembelian di harga yang lebih

mahal.

e. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori

Ghisysy antara lain:

1)

2)

Marking at the close (pembentukan harga
penutupan), yaitu penempatan order jual
atau beli yang dilakukan di akhir hari
perdagangan yang bertujuan menciptakan
harga penutupan sesuai dengan yang
diinginkan, baik menyebabkan harga
ditutup meningkat, menurun ataupun
tetap dibandingkan harga penutupan
sebelumnya.

Alternate trade, vyaitu transaksi dari
sekelompok Anggota Bursa tertentu
dengan peran sebagai pembeli dan
penjual secara bergantian serta dilakukan
dengan volume yang berkesan wajar.
Adapun harga yang diakibatkannya dapat
tetap, naik atau turun. Tujuannya untuk
memberi kesan bahwa suatu efek aktif
diperdagangkan.
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f. Tindakan vyang termasuk dalam kategori Ghabn

Fahisy, antara lain: Insider Trading (Perdagangan
Orang Dalam), yaitukegiatan ilegal di lingkungan
pasar finansial untuk mencari keuntungan yang
biasanya dilakukan dengan cara memanfanfaatkan
informasi internal, misalnya rencana-rencana atau
keputusan-keputusan  perusahaan yang belum

dipublikasikan.

g. Tindakan yang termasuk dalam kategori Bai ’al-

ma’dum, antara lain: Short Selling (bai ’al-
maksyuf/jual kosong), vyaitu suatu cara yang
digunakan dalam penjualan saham yang belum
dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan
membeli kembali pada saat harga turun.

h. Tindakan yang termasuk dalam kategori riba, antara
lain:  Margin  Trading  (Transaksi  dengan
Pembiayaan), yaitu melakukan transaksi atas Efek
dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (riba) atas
kewajiban penyelesaian pembelian Efek;

. Penyelesaian Perselisihan

Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka
penyelesaiannya  akan  dilakukan  berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai
kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan dapat
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sesuai prinsip-prinsip syariah.
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Kelima : Penutup
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan diubah dan  disempurnakan

sebagaimana mestinya.”

2 Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Nasional No. 80/DSN-
MUI/IN/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan
Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. http://mui.or.id diakses (10Januari
2022). 20:00
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